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WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbanyg

Mengingat

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 KUPANG
NOMOR 3 32 TAHUN 1997

TENTANG

FAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM

DENGAN RAHMAT fUrAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEFPALA DAERAH TINGKAT 11 KUPANG
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baliwa dengan terbentuknya kKotamadya Daerah Tingkat
11 Kupang, maka urusan cibidang pendapatan daerah
merupakan salah satu urusan yang diserahkan
e jadl wrusan vumah tangga daerah

babwa untuk itu maka pajak pertunjukkan dan
keramaian umum merupakan salah satu sumber
penerimaan perlu dikelola dan karena itu perlu
diatur dan menetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undamg-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
Fokok Femerintabhan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabhun 1974 No. 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 30373
Undang—undang Nomor &4 Tahun 1958 tentang Pemben-—
tukan Daerah Daerah lingkat 1 Rali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur <{(Lembatran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 No. 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Na. 164903
Undang—undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamagya Daerah Tingkat 1II Kupang
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1936

“No. 43, Tambalian Lembaran Negara Republik

10.

Indonesia Na. 3633)y

Undang-undang Nemor 11 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Fajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1957 No. 56, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia No, 1287);
Undang-—undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 3269)

Feraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Fidana (Lembaran Negara Repub-
lik indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lemba
ran Negara FRepublik Ingdonesia Nomar 3258);
Keputusan Mendagri Nomar 46 Tahun 1383 tentang
Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopan di
Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan
Dasrah;

Keputusan Menteri. Fenerangan Nemoar 2020 Tahun
1983 tentang ©Tara Peredaran Rekaman Video, JO
Kepytusan Dir jen Radia Televisi dan Film Nomor 05
Tahun 1984 Tentang Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan
Pembinaan Rekaman Video;

%. Keputusan Menparpostel Nomor KM.70/PW.105/MPPT-
85 Tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum

Surat Deppen KI NMomor 9640/K/198% Tanggal 320 Juni
1985 Perihal Pajak Tontonan atas Fersewaan Kaset
Video; . .

Surat Mendaqri Naomor 973/1707/PUOD Tanggal 14

April 1974 Ferihal Usaha Peningkatan Fendapat Asli &)
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Dasarah Atas Fajak Tontonan;
11. Surat Mendagri 973/¢365/PUOD/1988 Perihal Pajak
ontonan atas Persyaratan Video Kaset.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Kupang.
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
TENTANG PAJAK PERTUNJUKKAN DAN KERAMAIAN.

BAB I
KETENTUAN LUMUM
Pasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini yanqg dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;

b. Pemerintah Daerah adalah Femerintah Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupangp

c.‘yalikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1I1I
upangs

d. DPRD adalah Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupangs

e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Fendapatan Daerah Kotama—
dya Daarah Tingkat II Kupangg

f. Pajak Fertunjukan dan Keramaian umum adalah FPajak atas penye-—
lenggaraan pertunjukkan dan keramaian umum yang dipungut
bayaran;

g. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah segala macam/ jenis
pertunjukan, dan keramaian umum atau s2gala bentuk usaha yang
dapat dinikmati serta dapat menimbulkan kesenangan bagi setiap
orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton
atau memper gunakannya dipungut biaya/bayaran termasuk
persewvaan Video Cascet dan sejenisnya;

h. Penyelenggara adalah secrang atau badan hukum, perkumpulan
atau panitia yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas
pertunjukan dan keramaian umum tersebut;

i. Pencnton adalah setiap arang yang menghadiri dan mempergunakan
fasilitas tempat hiburan dan tempat lainnya yang dapat diper-
samakan dengan itu, kecuali penyelenggara, pegawal-pegawainya
dan petugas yang menghadiri untuk melaksanakan tugas kewaji-

bannya.
BAB Il
OUBYEK PAJAK
Pamal 2
1) Obyek Pajak adalah setiap pertunjukkan dan keramaian umum

yang memungut bavaran di Daerah ;
2) Obyek Fajak sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri dari 1
a. Penyelenggaraan pertunjukkan film;
b. Penyelenggaraan Olah Raga termasuk gelanggang renangj
c. Pertunjukkan kesenian;
d. Pemyelenggaraan pasar malam dan sRjenisnyas
e. Penyelenggaraan usaha jasa kesegaran Jjasmani, panti pijat
dan sejenisnyaj;
f. Persewaan video casset dan sejenisnyas
g. Penyelenggaraan Karaocke dan se jenisnyay }/>
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Taman Rekreasi dan sejenisnyaj
Persewaan sarana olah ragaj
Gelanggang permainan dan ketangkasans
Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.
BAB I11
WwAJIB PAJAK

ke ¥ T
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Pasal 3

Wajib Pajak adalah pencnton/pengunjung pertunjukan dan keramaian
umum ‘

Pasal 4

Yang bertanggung Jjawab atas pembayaran pagjak adalah penyeleng-

gara/pemegang izin 1

a. untuk perorangan adalah arang yang bersangkutan atau
kuasanyaj

b. untuk badan hukum/panitia adalah pengurus atau kuasnya.

BAB Iv

" _ PERTJINAN

Pasal S

1) Setiap penyelenggara pertunjukkan dan keramaian umum harus
mendapat ijin terslebih dahulu dari Walikotamadya Kepala
Daerah.

(22 Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini penyelenggara harus mengajukan permochonan kepada
Walikotamadya Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang
telah disediakan.

(3 Tata cara dan permchonan izin ditetapkan oleh Walikotama-—
dya Kepala Daerah.

Pasal 6

1) Permchonan ijin dapat ditolak apabila pemcohan tidak
memenuhi ketentuan/persyaratan untuk memperoleh izin.

(23 Ijin dapat dicabut bilamana penyelenggara melanggar

5 ketentuan—ketentuan baik dalam Peraturan Daerah ini maupun

t:) dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB v
TANDA MASUK

Pasal 7

[@P] Penyelenggara wajib memberikan tanda masuk kepada setiap
penonton/pengunjung pada setiap penyelenggaraan/pertunjukkan
dan keramaian umum.

23 Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

32 Tanda masuk bagi usaha Biaskop disediakan oleh Pemerintahi/)
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Daerah dengan beban biaya percetakan ditanggung oleh penye-—
lenggara.

Pasal B8

Tanda masuk sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dapat
berbentuk buku atau lembaran lepas dengan ayarat—-syarat yang
ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Legalisasi tanda masuk sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat
¢(2) dilakukan dengan membubuhkan cap atau per forasi oleh
Dinas Pendapatan Daerah.

Tanda masuk bebas (free pass) harus dibubuhi cap oleh Dinas
Fendapatan Daerah.

Untuk kepentingan pengawasan, aetiap panyelenggaraan/
pertunjukkan Dinas Pendapatan Daerah mendapat tanda masuk
khusus dari peneyelenggara yang jumlahnya ditetapkan
Walikotamadya Kepala Daearah.

PeJaEat seperti yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini
berhak:

a. memasuki tempat dimana pertunjukkan dan keramaian
diselenggarakan serta loket~loket penjualan karcis tanda

masuk
b. meminta kepada penonton untuk memperlihatkan karcis
tanda masuk dan mengadakan pemeriksaan terhadap
penyelenggara apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan
Daerah.
BAB VI

TARIF PAJAK

Pasal 2

Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan kelas Bioskop
Kelas Bioskop terdiri dari @
a.
b.
c.
d.
e.
f.
q. Keliling
Harga tanda masuk yang selanjutnya disebut HTM ditetapkan
oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul penyelenggara
Bioskop dengan berpedoman kepada 1
a. kemampuan daya beli masyarakaty
b. nilai komerszial pada film yang akan diputar}
c. klas biamskop yang adaj
d. perbedaan harga tanda masuk bioskop yangtinggi terhadap
klas yang lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 %j
e. harga tanda masuk untuk pertunjukkan khusus ditetapkan
cleh penyelenggara dengan. persetujuan Walikotamadya
Kepala Daerah.

oOmT>D
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Pasal 10

Besarnya Pajak atas pertunjukkan dan keramaian umum ditetapkan
dari barga tanda masuk sgtinggi—tingginya sebagai berikut 1

2 Besarnya Fajak
KLAS BIQSKOP
FILM NASIONAL FILM IMPORT
A. 11 27% 30%
A. I 25% 28%
B. II 23% 25%
B. I 20% 23%
C. 17% 20%
B 3% 17%
KELILING : 10% 13%
Pasal 11

EBesarnya Pajak Fertunjukkan Dan Keramaian Umum untuk jenis

lainnya ditetapkan sebagai berikut @

a. Untuk penyelenggaraan 0Olah Faga termasuk Gelanggang Renang
sebesar 107% dari HTMj ’

b. Pertunjukkan Kesenian sebesar - 20% dari HTM, sedangkan
Pertunjukkan Tradisianal yaitu jenis Kesenian yang perlu
dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai
luhur dan Kesenian kreasi baru yang bevsumber dari Kesenian
Tradisicnal dipungut pajak 10% dari HTMj

c. Penyelenggaraan Pasar Malam dan se jenisnya sebesar 107 dari
HTM3;

d. Penyelenggaraan usaha Jasa HKesegaran Jasmani, Kebugaran,
Fanti Pijat dan sejenisnya sebesar 15% dari HTMy

e. Persewaan Video Cassete dan sejenisnya sebesar 10% dari Harga
Sewas

f. Penyalenggaraan karaocke dan se jenisnya sebesar 207 dari HTM}

g. Taman Rekreasi Fantai/Sungal dan sejenisnya sebesar 10% dari
HTM (Harga Tanda Masuk)jy

h. Persewaan sarana Olah Raga ditetapkan sesual dengan kondisi
Daerahs

i. Gelangaang permainan dan Ketangkasan ditetapkan per sarana
disesuaikan dengan kondisi Daerabj

j» Pertunjukkan Sirkus baik yang menggunakan binatang maupun
hanya dilakukan oleh orang dipungut pajak 20% dari HTMj

k. Pertunjukan dan Keramaian Umum yang menggunakan Elektronik
dipungut pajak setiap bulan per Unit sebagal berikut :

1. Per coin Rp.100,~ = Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
2. Per coin Rp.150,- = Rp. 7.500,~-{(tujuh ribu lima ratus
rupiah)

Per coin Rp.200,-

Per coin Rp.300,-

Per coin Rp.400,-

Per coin Rp.3500,—

rupiah?

1 . Pertunjukkan dan Keramaian Umum vang ada hubungannya dengan
Upacara Keagamaan atau Perayaan Hari~hari Naslonal Bersejarah
dan tidak dipungut bayaran dari penonton/pengunjung tidak
dipungut pajak.

Rp. 10.,000,-~ (sepuluh ribu rupiah)
Rp. 15.000,~- (lima belas ribu rupiah)
Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiahd
Rp. 25.000,— ¢ dua puluh lima ribu

neEnx
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BAB VII .
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PE }HAN

Pasal 12

1) Pembayaran pajak dilakukan dimuka. '

2) Khusus bagi penyelenggara pertunjukkan dan keramaian umum
yang tidak menggunakan tanda masuk, perhitungan pajak
dilakukan setiap bulan yanqg barus disetor dengan waktu yang
ditetapkan.

€32 Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui masa jatuh
tempo pembayaran sebagaimana yang ditetapkan dalam SKpP
dikenakan denda.sebesar 25% setiap bulan dari paokok pajak
untuk setiap keterlambatan.

Pasal 13

Burat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila 1

E Fajak kurang atau tidak dibayar}

b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa biaya
tambahan

T dari hasil pemeriksaan ternyata terdapat kekurangan pem-
bavaran pajak.

Fembayaran Fajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

Pasal 1S

Tata cara pengahapusan piutang pajak dan penetapan besarnya
penghapusan pajak diatur oleh Walikota HKepala Daerah atas perse—
tujuan DPRD. .

Pasal 16

Jumlah pajak dan denda yang tercantum dalam Surat Ketetapan
Fajak, Surat Ketetapan Pajak Terhutang dan Surat Tagihan Pasar
dapat ditagih dengan Surat Paksa.

O BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 17

13 Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada Walikotamadya Kepala Daerah atas 8SKP, SKPT, SPT dalam
waktu 3 (tiga) bulan.

€2 Walikotamadya Kepala Daerah dalam waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan
keputusan atas kebertan yang diajukan.

(33 Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak ada Jawa-—
ban atau keputuan dari Walikotamadya Kepala Daerah’ maka
keberatan pajak dianggap diterima. g///
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(4) Kewa jiban untuk membayayr Pajak tidak tertunda dengan
diajukannya Surat Keberatan sebagaimans dimaksud ayat (1)
pasal ini.

ah menolak keberatan pPajak yan
Pajak sebagai mana dimaksud Pasal 17 ayat 25,
on  banding kepada Majelis Pertimbangan

Pajak dalam Jangka waktu

bulan setelah keputusan tersa-
tara yang ditentukan dalam peraturan Majelis
Fertimbangan Pajal.

BAB IX
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

(1) Nadikctamadya Kepala Daerah da

pat memberikan keringanan
dan pembebasan terhadap peahavaran oajak pertunjukkan dan
keramaian umum baik sebagian ataupun seluruhnya.
(2) Tata cara pemberian k

eringanan dan pembe

dimaksud ayat (1) pasal ini diatur cleh Wa

basan 2ebagaimana
Daerah,

likotamadya Kepala

BAB x
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20
1) ggar ketentuan dimaksud pada
€23, pasal 7 ayat (23, pasal g ayat (1), (2), (3) dan pesgal
12 ayat (@) dapat diancam Fidana kurungan aelama—lamany& 3
ftiga) bulan atau denda setinggi—tingginya Rp. 25.000,~
(lima puluh ribu rupiahdg
(2) Tindak Fidana dimaksud pada ayat (1>
pelanggaran.

pasal & ayat
pasal ini adalah

BAEB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

elain wleh Fzjabat Penyidik FOLk L, Fenyidikan atas t
agai  mana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini dapat
dga - dilakukan oleh Penyidik Fegawai i
filingkungan Pemerintah Daerah vya
iesual dengan peraturan parundangan

Fasal 22

alam e laksanakan tugas Fenyidikan Para pejabat

imaksud pads pasal 21 Peraturan Dawrah ini

- Menerima laporan atau pengadua
tindak cidanasy

« Melakukan tindakan Pertama pada wmaat
dan mel.alkuk %/}

sebagaimana
berwenang 8

N dari sesecrang tentang adanya

ity ditempat ke jadian
an pemerikeaarn;
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c. Menyuruh berhenti secrang tersangka dan memeriksa tanda penge-
nal diri tersangkaj

d. Melakukan penyitaan benda dan atau suraty

e. Mengambil sidik jari dan memotret sesecrangj

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa senagal tersangka
atau sakei.

g. Mendatangkan worang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkaraj .

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari penyidik bahwa tidsk terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selaniutnya melalui
Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Fenuntut Umum,
ter=angka atau keluarganya.

i. Mengadakean tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertang-
gung jawabkan.

BARBR XII
KETENTUAN LAIM-LAIN

Fasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Pevaturaen Daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya diatur lebib lanjut dengan Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah

BAR X111l
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 24
Feraturan Daerah ini muliai berlsasku s2jak tanggal diundang~
kamn.
Agar setiap orang dapat mengetabuinya, memerintahkan pengundan-
gan Fazraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Dasrah katamadya Dasrah.

“RDitetaprkan di K u p an g.
Fade Tanagal 1¥ April 1997.°

ﬁQERAH

i NORMOY «ees--Tanggal ..... Tahun...
itfdangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
upang NOMSY ceee». Tanggal ...... Tabun..... Seri.... Nomor.....

?ig:ahkan oleh Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara

SEKRETARIB WILAYAH / DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 KUPANG

DRS. W. F. FRANDA.
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NIF. €20 016 014, _”~,M.
V“F”s? 'y L'I?
. StoRetavee (I )




